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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

pEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENC ' ALIS,

baliwa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017
tentang  Tata Cara P’engganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Perlanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Berswimber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagainana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Pernbahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatavusnhaan,  Pertanggungjawaban dan  Pelaporan  serta
Montorng dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yeang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sudah tdak sesuai dengon perkembangan yang ada sehingga
pertu ditingau kembali;

bahwa berdasarkan ketentuan BADB 11 huruf d angka 2 huruf e
dan hural [ lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahiun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan
Dacrah disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan ])u:].’H;llJFta]Iﬂﬂl'l. |'J(‘1El|.'ll‘.ili'll1 dan perlanggl.mgj.awahan serta

imonitoringe dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih
lanjut dengan peraturan kepala daerah;

L} . i
baliwa  berdasarkan periimbangan  sebagaimana  dinaksud
dalizun huarut a, dan huruf b perlu menetapkan Peratuian Bupati
tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis;

’asal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daecrah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 23); |
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Menetapkan :
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Undang Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perypdang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahyy 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Ul‘ldang-LlndnHE Momor '15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pembentukan  peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 'I‘amb&lan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang Undang Momor 23 Tahun 2014 (entang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 5587). scbagaimana telah diubah beberapa
Lkali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Fepublik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Mepara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemmerintah Nomor 2 Tahun 2012 teniang Hibah
Daeralhi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Hemor 5, Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor H272); |

Peraturan  Pemerintalh Nomor 12 Tahun 2019  tentang
Mengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2019 MNomor 42, Tambahan Lembaran Megara
Hepublik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Fepublile Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN.

PERATURAN BUPATI  BENGKALIS TENTANG  PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARl  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS.

1

BAH | '
KETENTUAMN UMUM |
Pasal 1 i

Dalaum Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

¥
wd,

L

|
Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kabuy

. paten
Bengkalis. i



A

9.

10,

12.

13.

14,

[,

Anggaian Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Lacrali vang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabal Pengglolaan  Keuangan Daerah  yang selanjuinya
disinglat PPKD adalal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah vang mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Lraerals .

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yvang .‘L!‘f!i':lll_illtlﬂj-'ﬁ
disinghat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset  Daerah  Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Sk adalah L‘J[‘['ﬂllgli'rﬂ daerah pﬂ.{ia Pemerintah HH]‘JI.I]’]‘H?H’]
Uenghkalis selaku Pengguna Anggaran/Barang.

SKPD  terkait adalah SKPD  di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis vang berkaitan dengan pemberian hibah
dan bantuan sosial.

Tun Anggaran Penierintah Daerah yang selanjulnya disingkat
TAPD adalah tim vang dibentuk dengan keputusan Kepala
Daeral dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka penvusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD vang selanjutnya disingkat
RIKA-SKPD  adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD wvang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. '

Dokumen Pelaksana  Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD dokumen yang memuat pendapatan dan’
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
helanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan f’hngsi
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai ‘dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Hibah adalah  pemberian  uang/barang atau jasa: dari
pererintah daerah kepada  pemerintah  atau  pemerintah
daerali  lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi  kemasyarankatan, yang secara spesifik  telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikal, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untule  menunjang  penyelenggaraan  urusan  pemerintah
daerah

Bantuan sosial selanjuinya disebut bansos adalah pemberian
bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada
individu, keluarga, kelompok danj/atau masyarakat yang
silatny a tidak secara tvirus menerus dan selektif yang lm:rtujuan
untuk melindungt dari kemungkinan terjadinya risiko sdsial.

: |
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17. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan

dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
{pn:-n;r-:la alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuap social akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.

18. HMaskal Perjanjian Hibah Daerah yang selanjuinya disingkat
NPHD  adalah Naskah Perjanjian  Hibalh  Dacrah antara
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Penerima Hibah yang

didanai melalui APBD kabupaten Bengkalis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya [Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan
petnberian hibah dan pemberian bantuan sosial vang bersumber
dari APBD berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran
seria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.

BAB 11
HIBAL

Bagian lesatu
Umum
r
Fasal o
' '
(1] Pemenntah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan
Lemanipuan keuangan Daerah.
(2] Hibalh sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapat berupa
uang. barang atau jasa

(3) Fiibah berupa barang, uang, dan jasa sebagaimana dimesl:sud
pada avat (2] diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.

(4 Pemberian Hibah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1),
dilakul.an  setelah  memprioritaskan pemenuhan  belanja
urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan
lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditwjukan untuk menunjang pencapaian sasaran pr:;:-gram,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Dacrah sesual lirgcnsi
dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
tungsi pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyaralatan
dengan memperhatikai asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(O) Vemberian  Fihah sebagaimana  dimaksud  pada ayal (1),
memenuhi kritepin sebagai berikut:

) - . . I
A penimtukan geeara spesilik telah ditetapkan;

v idalk w ajiby, tidals mengikal dan tidak terus menerus seliap
tahun angbajan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundanganp-undangan;

¢.memberikan nilai manfaat bagi Memerintah Daerah dalam
mendukung  terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyvarakatan,

Jdomemenuahi persyaratan penerima hibah.

Pasal t

Hibal dapat diberikan kepada:
a, Pemerintah pusat;

b, Pemeriniah daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara;

d. Badan Usaha Milils Daerahe

e. Badan dan Lembaga, seirta Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hulum Indonesia; dan/atau

[ Fatan Politile,

Paragral |
Ihibah Kepada Pemerintah Pusat

Taal 7

{
(1) thbah kepada pemeriniah pusat sebagaimana dimaksud dalam
'msal 6 burul a diberikan kepada satuan kerjn - dari
kementerian/lembaga pemerindah non kementerian yang,
wilavah kerjanya berada di Daerah.,

(2) Hibah Lepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diberikan dengan persyaratan:

A Wilavah kerja berada i Daerah;

b, Nelampirkan  surat peirnyataan  bahwa keginlan '}'aug
dilal:sanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana
lainnva, '

. Hibah hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun
hetkenaan,

d. Hibah diberikan lidal terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

1. dalam rangha mendukung penyelengparaan
pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

L) s
2. badan  dan  lembaga  yang  ditelapkan oleh
pemerjntah  atau  pemerintah  dacrah  berdasarkan
kelentuan peratiran perundang-undangan;



3 THIRET! Preslitide; elan/ataun
Ao ditentukan lail oleh peratursin prrundarng-
undangan.

memberikan nilni maniaal bagi pemeriniah daerah dalam
mendukung qerselenggaranya  fungsi  pemenntahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

Lomemenuhi persyaratan peoerima hibah,

Paragial 2
Hibal lepada Pemmerintah Daerah Lainnya

Pagal &

Hibah kepida pemerintaly daerali lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huraf 1 diberikan kepada daerah otonom baru hasil
penickaran daeralh sehagaimana  diamanatkan  peraturan
perundang undangan

Faragral 3
Ihibah Kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 9

Y
Hibah kepada Badan saha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalaun Pasal 6 hurul ¢ diberikan  dalam  rangka umtuk
meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang undangan,

Paragral 4
[libali Kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 10

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 hurul d diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah vang diterima pemerintali daerah dari pemerintah pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

— Paragrafl 5 . 5
Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Serta Organisasi
Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia |

Pasal 11

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 hurul e diberikan kepada Badan dan Lembaga:

)
a. %%wa, sukarela dan sosial yang dibentuk
dasarkan peraturan perundang-uf n, .
jJ_rl_ﬂ___ N pers dang-undangan,
. yang bersifat nirlaba, sukarel ‘dan_sosial _yang  telah

memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh
eiiteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupali;




_un by sifin piirlal, sularela bersifat sosial

ketiasyaralaran berupa kelompok tn{aﬂyarakm,.fkesaman-\
nERE AN masyvarakat Qukum adat se anjang masih hidup
iy segusn; dengan perkembanga masyarakat, Jdan
leberidaannya dinkui oleh pemnerintaly pusat dan fatau
Perienintal dacrali melalui pmgeaa;m atan penetapan

a1 punpinan imstansi vertikal atau kepala Ski’D
BEHLIA) .

o Koperns vang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan

Betenlga perundang-undangan.

;: Hl’ﬁpt“”l kepada  organisasi If.emgsyarakzit,au yang berbadan
_Atukuni Indonesin sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf
cdiberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
Bukun vayasan  atay organisasi  kemasyarakatan vang
verbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
Pengesahian badan hukum dari kementerian yang membidangi
drusan hukom dan hak asasi manusia sesual peraturan
perindang-undanpan

30 Hhbale Lepada badan dan

lembaga sebagaimana dimaksud
| |lHr|

danvat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

i}ﬁ‘ﬁt-milllfi kepengurisan i Daerah;

i

winiliki- Surat Kelerangan Terdaflar dari Menteri atau

/ pejabat vang bervenang sesuai dengan keteniuan yang
]}"H:il‘.l,l; :

/mr-mihlf.i sekretariat tetap /kantor;

o

cinilikifmenguasai tnnah vang sah apabila kegiatan yang
dizukan merupalkan pekerjaan konstruksi;
5

| e/ neniliki rekening bank atas nama badan/lembaga;

I/ memilili surat keterangan domisili dari lurah /kepala desa
/o setempat alau sebutan lainnya: dan

. Aerkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Iacrah danfatau badan dan lembaga yang berkedudukan
i Juzr wilayal adminietrasi Pemerintah Daerah untulk
Iil"I|IHI|IHIJF-_; J.""IIFH|E'lii5]]‘i Sa8aran ragram tlan k(‘giﬂtan
Feerintah Dacrah

¥ 8 . a
{4y thibal kepada orgaoisasi kemasyarakatan stbagaimana
dimalksud pada avat (2) diberikan dengan persyaratan paling
sedplo

voanemilikl sural penzesalian atau surat keterangan terdaftar

duiy hementerian cung nembidangi urusan hukum: dan
Lzl aisasi manusia,

o berbedadukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
[Janeeraly;

menilikn sekretaniat tetap/kantor dan surat icﬁl_eraﬁgan

Aot dari Turalifkepala desa setempat alau sebutan
v i

Loomembikif menpuasai tanah vang sah apabila kepiatan yang

disgikan merupakan pelierjaan konstruksi; dan

“ nevnlikl rekening Lank atas nama organisasi masyamakat
Alau sehutan lain VAR sejeris.
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(2} Pengesahan badan hokum untuk organisasi kemasyarakatan

sebagaimana dimalesud pada ayat (2) huruf a dikecualikan
terhadap:

i Lhrganisasg Kemasyarakatan yang telah berbadan huk;.ilﬁ
sebelim berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatarn, diakui
];elwra:iaannya' sesual Undang-Undang Nomor 17 Tahun
201.3;

b Orpanisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan  Stanpiblad 1870 Nomor 64 tentang
Perliumpulan - e kumpulan Berbadan Hukum
(Rechispersoontijkheid van Vereenigingen) yang berdiri
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
Lonsislen mempertahankan Negara Kesatuan Eﬂpul_?]ik
Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahahfiva
sebagni aset bangsa, tidak perlu melakukan pendafltaran

sestai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013: |4

v Urganisasi Kemasyarakatan yang telabh memililki Surat
heterangan Terdaftar vang sudah  diterbitkan sebelym
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku
samipai akhir masa berlakunya.

Parngrai 6
Hibah kepada Partai Politik !
asal 1.2

i
i

Hibah kepada Partai Politik sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 6
hurat fadalah belanja hibah berupa pemberian baniuan keuanpan
kepada partai politik vang mendapatkan kursi dj DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan. '

Hagian kedua
Permohonan

[l 13

(1) Pemetiotah pusat, pemeritital daeraly lain, HBadan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, lemibaga, dan
organisasi kemasvaralalan dapat mengajukan permohonan
usulan Hibah secara tertulis kepada Bupali, dan/atau dapat
divmggah melalui aplikasi Sisten) Informasi Pemerintahan

Daerah (SIPD). 5|

(21 Permohonan usulan Hibal, sehagaimana dimaksud pada ‘ayat

i ditigukan kepada Bupati mmelalui kepala SKPD terkaijth

(3} SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, vaitu:

o
Ao ShPD yvang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan;

b SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

IKesehatan,
L N

SEPD vang melaksinakan Urusan Pemerintahan Bidang

PelierjpanyUmum dan Penataan Ruang; '
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SEPDY yang melaksanakan Urusan Pt?nmrinl.ah:m Biqang
Ferumahan dan Kawasan Permukiman;,

SkPD yang tm:lall:saanatan Urusan Pémerint&hau Bidanyg

i . I &
ketenteraman dan Ketertiban Umum! serta Perlindungan
Masyarakat; '

SEPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bi:‘lang
Sosial;

SEPD yang melaksanakan Urusan Pemerintalian Hidang
Fenaga Kerja;

e SKith yvang melaksanakan Urusan Pemerintalian Bidang
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahian Bidang
Pangan:

SEPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahian Bidang
Pertanahan;

SKPDY yang melaksanakan Urusan Pemerintalian Bidang
Lingkunmgan Hidup.

SEPE yang melaksanakan Urusan Pemerintalian

Bidang
Adiiinistrasi kepeodudukan dan Peneatatan Sipil,

SEPDY yang melaksanakan Urusan Pemerintalian

L
Hidang
Pentherdavann Masyarakal dan Desa;

nooSEPD yang melaksanakan Urasan Pemerintahinn Bidang

Penpendahan Penddoadok dan Keluarpa Bereneann:
| =

oo Sk yang melalsanakan Urusan Pemerintahan Budang
Ferhubungan, .

o SkPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Konnunikasi dan Informatika;

(. SKPD yang melaksanakan Urasan Pemerintahan Bidang
kKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah, ;

oo SEPD vang melaksanakan Urusan Pemerintalinn Bidang
Penanaman Modal,

i SKPPD yang melaksanakan Urusan

Pemerintalian Bidang,
Kepemudaan dan Olahraga;

L SEkPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahian Bitlang
Statistik,
. Sk yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang
Persandian,

v. SKPD yang melaksanakan

Urusan Pemerintahian Ridang
kebudayaan, -

w. SKPD yvang melakdanakan

Urusan Pemerintahan Bidang
Pes p{.tstahaﬂn;

X, BLPD yvang melaksanaloan

Urusan Pemerintahan Bidang
learsipan,

v. SKPD vang melaksanalkan

Urusan Pemerintahan Bidang
kelautan dan Perikanan:

z. SKP’D yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata;
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()

A SR vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Pertanian: 1
bDUSKID vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Biu:lalng
Perdagangan: i

v SKPD vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Hidang
Perimdustrian:
1 % - I i ;..
ddSKPD vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi:
ceo SKEPD S yang  melalsanakan  Unsur Pendukung Urusan
Pemerimtahan:
TN yaug melalisanakan Unsur Peonunjang UI'U%HT]
Pemerintahan pada Perencanaan, |
M M » I .
LR ShPD vang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan

Pemerintghan pada Keuangan;

i, SKkPD vang melaksanalan Unsur Penunjang Urusjem
Pemerintahan pada Kepegawaian: '

o ShPD vang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pendidikan dan Pelatihan;

1. SKPD vang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan

Pemerintahan pada Penelitian dan Pengembagan;

Il SKPD vang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pengelolaan Perbatasan; '

I SKPD vang melaksanakan Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan: '

mm. SKPD yang melaksanakan Unsur Kewilayahan, dan

. SKPD yang melaksanakan Unsur Pemerintahan Umum
pada Kesatuan Bangsa dan Politik. ‘=

Untulk wrusan bidang kelembagaan keagarmaan/peribadatan,
bidang pendidikan diluar kewenangan pemerintah daerah

permolionan usulan Hibah berupa uang ditujukan kepada
Bupati melalui Sekietaris Daerah,

Pagi Instansi Vertikal, permohonan usulan Hibah ditujukan

lkepada Bupali melalui SKPD yang melaksanakan Unsur
I'emerintabhan Uhinon.

Untuk wrusan bidang kebenecanaan alam dan non ‘alam,
perinohonan usulan Hibah ditujukan kepada Bupati melalui
Badan Penanggulangan Beneana Daerah,

Permobionan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapt dengan proposal, dan persyaratan administrasi.
Permmohonan  usulan hibah  dan proposal  sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (7), dibubuhi cap stempel dan
ditandatangani oleh: 5

a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan
Kerja bagi pemerintah pusat; :

b kepnla daerah bagi Pemerintah Daerah lain: \[

direlitur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik
dacialh;
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dokghuacdan sekperaric atan sebulan lain bagi badan, Ir-1|||3'ag:4;
~—lan

eokelua dan selkpelaris alflll sebutan lain bag urgdn*ﬂaﬂi
|u"|1|-1‘1".Ellul'uﬂdll |

| ,
Pasal 14 | I
SKID terkait melakulan verifikasi kelengkapan permohonan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7). W
Apabila terdapat ketidaksesuaian antara !permul'mnan dengan
dokumen proposal dan persyaratan administrasi, atau tidak
memenuhi o kelengkapan  persyaratan  secara  administratif,
maka  permohonan {Illcnmlmhkan kepgda pemohon  yang
bersangkutan. l
Tala cara verifiknsi dan validasi kelengkapan permohonan
usulan hibal, diatur lebih [anjut oleh masing-masing Kepala

SKPD  terkait- sesuni ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Masal 15

'roposal sebagaimana dimalisud dalam Pasal 13 ayal (2) paling
sedikit memuat:

a. latar belakang, Dberisi uraian lentang gambaran umum
mengenai lakta-Iakia dan |.1e1'tr;asalahan~ﬁerrnasa]ahmﬂ yang
melatarbelakangi - dilaksanakannya kegiatan % dan
dinjukannya usulan Hibah oleh calon penerimma Hibah;

P
b malisud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud® dan
tujuan disjukannya perimohonan Hibah oleh calon penerima
Hibah kepada Pemerintah Daerah;

¢ susSLnat kepengurusan (lembaga /organisasi
kemasyarakatan), berisi uraian tentang susunan pf,ngumq
dari lembaga/orpanisasi kemasyarakatan yang me nga]uk.'—m
nstlan Hibah;

d. Dopnsili sekretarial (lembaga /organisasi kr:mﬂ*:_varaklalﬂh],
Lerist uraian tentang keberadaan/alamat sckietariat dari
lembaga/organisasi  kemasyarakatan  yang mengajukan
ustlan Hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi
sewakliu-wakt apabila dibuiuhkan:

¢ jenis dan jumlab barang vang dimohon, berisi uraian tentang
enis dan jumlah barang vang dimohon oleh calon penerima
[Tihah kepada Pemervintah Daeraly; dan

I rencana, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan vang akan
dilaksanakan oleh calon penerima Hibah.

Persyaratan administrasi bagi badan dan lembaga ’Pa]ing
sedilat meliputi ———

acmennhki Surat Keterangan Terdaftar dari Bupati atau
pengesahan dan/atan pPHFal'lH :]an Kepala SKPD atau
ITETATIST verl

epengurusan  yang masih berlaku yang disahkan oleh
instansi pemerintah yang berwenang;

c.surat pernyataan tanggungjawab: y



ol sural lketeranpan domisili dari desa/kelurahan svl:-mpali

Cdotocopy kartu tanda peduduk yvang masih berlaku E{as
i ketua, selyerans dan bendahara atau sebhutan. I.i\m

dan

I Totocapy tekening. bank vang masih  aktif atas nﬂma
badan/lembaga calon penerima Hibah,

(3) Persyaratan administiasi hagi  organisasi  kemasyarakatan
paling sedilkit melipiti ~

acbukti telah terdafi pada lkementerian yvang n|l::111b1pangi
_ wrusan hukwn dan hak asasi manusia, alau  surat
\ keterangan terdaliar yang diterbitkan kementerian dalam

\ negeri paling singkat 3 (tipa) tahun serta bukti pencdtatan
LY - =, — s 1 r . i M
\ pada  SKPD varlp  membidangl  pembinaan  organisasi

masyarakat, kecuali  ditentukan lain  oleh peratdran
pertndang - undangan;,

akia notans mengen: A pendirian atau dokumen lain yang
dipersamalan; s |

cosural pernyvalaan tanggungjawab;
(. Nomaor Pokok Wajib 'ajak (NPWP); 1
o sural keterangan domnsili dar desa/kelurahan selempat;

[ lotocopy kartu tanda peduduk yang masih berlaku alas
nina ketun, sekietans dan bendahara atau sebutan lain;

oo lotocopy relkening bank  yang  masih  aktil atas nama
organisasi masyarakat calon penerima Elibah, dan

be Do menvampaikan laporan perkembangan organisasi dan
kegintan  organisasi setinp 6 (enam) bulan sekali yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada I:Eupai[
melalui SKPD teknis terkait,

(4) Formar proposal sebagaimana dimaksud pada ayat IF|.=:,-11 13
aval [ sebagaimana tereantum  dalam Lampiran }ang
e palian bagian tiddals terpisahkan dan Peraturan Hui}atl ini.

|
[Masal 10
i
(1) Penyanpaian permohonan Tibah untuk dianggarkan dalam
APBLD mengikuti jadwal penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Pemermitah Daerah (RKPD) 1 (satu} tahun angghran
schelumnya,

(2] Penvinnpaian permoholian Hibah untuk dianggaikan (J,-il]"lﬂ"l
Peritbahian M‘F!.! mengikuti jadwal penvusunan Dokpmen
Pertibahan Fencana Kerja Pemerintah Daerah (PRIKPD) tahun

anggaran  berjalan, dan/atau 1 (satu] tabun anggaran
sebelumnya.

N
Bagian Ketiga
Evaluasi Perimohonan

Pasal |7

L) SKPD - terkait  melakukan  verifikasi  terhadap usulan

permohonan hibah dalam bentuk uang, barang dan /ataw’ jasa.
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Dalam melaksanalian velifikasi terhadap usulan permohonan
Hibah .x:{‘hagﬂynmm dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD
terkait membentuk (im verifikasi.

SKPD melaksanakan wt-iﬁklasi terhadap permohonan hlibt-lh
sebagainana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek legalitas,
aspek administratif dan aspek substansi kegiatan, kewajaran
dan kepntutan binva vang diusulkan,

Venlikasi aspelk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

vaknir dengan meneliti kebenaran dan keberadaan ecalon
penerinma hibaly,

Verlikasi aspek adiministratif sebagaimana dimalksud pada
aval [3) vakni dengan meneliti kebenaran dan keberadaan
dokumen persyaratan administrasi sehagaimana dimaksud
dalam asal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Verihkasi aspek substansi, kewajaran dan kepatulan b;a},ra
serli Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni
dengan meneliti kesesuaian kegiatan vang diusulkan dengan
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD dan/atau' tidak
timpang tindih dengan program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPDY serta kewajaran dan kepatulan atas setiap komponen
biavae vang diusulkan  berdasarkan slandar hinya  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau biaya
vang berlaku umum di lingkungan Pemerintah Daeraly,

Hasil verilikasi dan validasi terhadap usulan permohonan
Hibah menjadi dasar SKPD untuk diusulkan dalam Renéana
herja Pemerintah Dacrah (RIKPD) dan di input dalaim aplikasi
Sisten Informasi Pemerintahan Daerah,

-
hepala SKPD  terkait menvampaikan  hasil verifikasi dan
validas) beserla daltar nominatil ealon penerima hibah dan
besaran hibah kepada Dupati melalui TAPD untuk men npat

pertimbangan pada saat penyusunan KUA dan PPAS ftay
Perubahan KUA dan Perubhan PPAS.

TAPD memberikan pertintbangan atas verilikasi sebagaimana
dimalesad spada ayat (8)  sesuai dengan prioritas Y dan -
kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Uafiar
Nominatil dan disampaikan kepada SKPD terkail.

l‘ormat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),

tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak
terpisalikan dari Peraturan Buapati ini,

Pasal 18 L

Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayal (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah

dalam rancangan KUA dan PPAS atau rancangan Perubahan
KUA dan Perubahan PPPAS,

[
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ipada

avat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, harang
dan/atau jasa. !

IFormat hasil pertimbangan TAPD belanja

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), tercantum dalam Lampiran

Ul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

[

Hibah sebagaimana



(1 Penpganggaran belanja [libah dianggarkan pada SIKPD terkait

(2)

(7
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Bagian Keempal .
Pengangparan '-'

Pasal 19

&
i

dan divindc menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek
padiv program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belarja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan
dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang  undangan  dianggarkan  pada  SKPD  yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum. a

Belanja. hibah  vang bukan urusan dan kewenangan
pemerintah daerah

semual dengan  ketentuan  peraturan
perunidang undangan vang mendukung program dan kegiatan
pemerintah dderah dianggarkan pada Sekrelarial Daerah.

REA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD.

Pencantuman alokasi nanggaran sebagaimana dimaksud pada

avat {1}, meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang.
dan/atau jasa.

Hibah berupa uang dicantumkan pada akun belanja Hibah
uang  vang akan  diserahkan  kepada  emerintah
Pusat/l'emerintah  Daerah  Lainnya/BUMN/BUMD/Badan,

Lembaga, Organisasi Kemasyvarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan akun belanja
hibah Dbarang atau jasa vang akan diserahkan kepada
Pemerintah  Pusat/Pemerintah Daerah  Lainnva /BUMN/

BUMD /Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.

Pa=al 20

Daftar nama penerima, alamal penerima dan besaran Hibah

dituangkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

(1)

(2)

Hagian Kelima
IPelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf |
Pelaksanaan

Pasal 21

Pelnksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD dan DPPA-SKPD terkait.
Pelaksinaan  anggaran  Hibah
mengikuti peraturan
pengiddaan barang dan jasa

berupa barang atau - jasa
perundang-undangan mengenai
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Pasal 22 '

Hf"”'l' pemberian phibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani olel leepala SKPD terkait dan penerima Hibah,

. L . ] '
dan/atan ditentulan Inin - oleh peraturan  perundang-
undiapan, '

NPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat ketentuan mengenai:

i pemberi dan peneria Hibalg [
b tujuan pemberian Hibah;

¢ besiran/rineian penggunaan Hibah yang akan diterima,

L halke dan kewajiban: g

e tala cara penyvaluran/ penverahan Hibah; dan

[ tata cara pelaporan hibah dan Pertanggungjawaban Hibah.

Penetapan besaran dan tahapan penyaluran Hibah dilakukan
oleh SKPD ferkait setelah'dikoordinasikan dengan Bendahara
Ui Daerah,

NP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada
Penjabaran APBD dan DPA/DPPA serta Keputusan Kepala
SKPD tentang penelapan penerima Hibah. '

NPT disusun oleh SKPD terkait yang inelakukan verifikasi.

FETHY sebagaimana dimalkesdd pmla ayal (1) dibuat dalam
ranglap 2 (dua), bermaterai cukup. -

Format MPHD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran 1V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati i, L

[Pasnd 23

Daltar penertma Hibal beserta besaran uang atau jenis barang
atan jasa vang akan dihibahkan ditetapkan sebagaimana
dimalksud pada P'asal 22 ayat (1) berdasarkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.

Daltar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menadi dasar penvaluran/penyerahan Hibah. !

Penyaluran/penyerahon Hibah  dari Pemerintahh - Daerah
liepada penerima tlibah dilakukan setelah penandatanganan
M :

Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud’pada
I'asal 22 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Wipadi i, o

Masal 24 -

SKPD terkait memberitahiukan kepada calon penerima pibah
tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai
dengan Peraturan Daerab tentang APBD, Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD dan Keputusan Kepala SKPD
lentang penetapan dallar penerima Hibah dalam bentuk tang.
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(A Penviapan vancangan NPHD dan penandatanganan NPHD
sebagarmana dimakgnd  padan Pasal 22 ayat (1) {Iiﬂ'u"un
berdasiokan hasil verifileasi usulan pencairan dana Hibah deari

penerina Hibah vane telah ditetaplian dalam Keputbyann
hepalo Sk,

W Dalaam ranglka pemberian rekomendasi terhadap rancangan
NEPHTDY oleh SKPD tepbont dilnkoulean verifikasi melipati

A kesesuaian pagu anpgaran dengan usulan pencairan,

kesesuaminn rvencann penggunann dana dengan kepiatan yang
dinsulkan,

¢ kewaparan dan kepatuton biaya yang akan digunakan
berdasarkan standar binvie yang berlaku atan binya vang
beraku v dic inglaanpan Pemerintah Daceraby dan

Jdokebenaran dokuinen pencatran,

Pavagral 2
Penatansahinan

'asal *h

(1) Pennabiron atan pemvernhan labahy kepada penciima hibah
dilakulan  setelah penandatanganan . NPHD  dan pakta
tlepgrins

(2) Pencanan Thibabh dala® bentuk aang dilalanlean dengan
el anisime pemboyvaran lngaang (L5)

(3 Palta antegritas Thibah berapas aang ditndatangani “oleh
penerina hibah

(1) Formar polta mtegntocs sebagaimann s desued pavdae ayat (3)
tercaniun pada | atnpran VE vang merapadan 1:1;111; l!dak
terpisie B dond Peratoran Bapadicing,

Pencrima belanja thibole betapa wang maapun barah@/jasa
bertanpgungawah sepenuhnva atas kebenarnn dan keabsahan
dolonmen persyaratan bailo substangi maupun maternil

Bagian heenom
¥
Feneaan Hibah berupa Uang

Paanl 27

(1) Pencarran Hhibahe bervpa unng didasarkan pada DPASKIPD/
A SKPD dan NETED

(2) Pencaman Hibalh berupa uang dilakukan dengan imekanisme
pembavaran langsung (LS) dan disalurkan melalul rekening
Kas Umum Daerah ke rekening bank penerima Hibah.

(3] Pencairan Hibah berupa vang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayal (2], terlebih dahulu diteliti adminastrasi
kelengkapan dokumen penerima hibah oleh PPTK, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengelunran Pembantu SKPD dan
"Pi-SKPD.



ih}

(7l

(1

(2

Proses pencairan (libah berupa uang sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan avat (2), dilakukan oleh Kepala SKPD) selaky
Pengeuna Anggaran apabila tidak ada KPA.

] sy

]

pencairan tHlibah berupa vang sebagaimana dimaksud
avab (1) dan avat (2), dilakukan oleh KPPA apabila
Pengeiina Anggaran menunjuk KPA

Proses pencairan hibah berupa uang disesuaikan tahapannya
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

pada

Pelaksandan pembayaran tahap berikutnya dilakukan, setelah
penerima belanja hibah menyampaikan laporan penggunaan
belama hibah tahap sebelumnya kepada SKPD terkait,

ol
[rasal 28

. i
Penerima Hibah  berupa uang mengajukan  permohonan
pencatan kepada SKI'D terkait yang menganggarkan Hibah
dengan format sebhagaiimana tercantum pada Lampimrﬁ VIl dan

merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pupat i,

SKPD terkait mengajul:an surat/nota permintaan peherbitan
51210 1L.S ke Bendahaian Umum Daerah dengan inelakukan
Verifikasi  terhadap persyaratan pengajuan  pgncairan
penerina Hibah dengan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI dan meripakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati i

''oses  pencairan Hibah berupa uang dilaksanakan oleh
A/ KIPPA SKPD berdasaikan surat/nola permintaan peénerbitan
SI'P dari Pejabatl Pelalisana Teknis Kegiatan dan [lendahara
J'z-nuf'hmmn.-'I’.mu!ahm n Pengeluaran Pembantu dan SPM dari
I'PK-S1GPD terkait sebagaimana dimaksud pada 2yat (2],
dengan melengkapi persyvaratan administrasi melipu.i:

« libah untuk pemerintah pusat dan pemeriniah daerah
lain, terdin daii:

| sural permohonan pencairan hibah;
2. salinan Nomor 'okok Wajib Pajak (NPWDP),

3. salinan  SK  penunjukan  sebagair  PA/KPA dan
Bendahara Kantor;

ita
i salinan Kartu Tanda Penduduk yang masily berlaku
atas nama pimpinan instansi, atau Kepala Daérah, dan
Bendahara,

salinan relening bank vang masih aktil atas nama
instansi  dan/atau  rekening Kas Umnum  Daerah
lainnya, )

on

6. salinan puubu]umn rekening bank atas Hamnj’bagl
lementerian Negara/lLembaga/Kantor/Satuan Kerja,

vang mendapat pengesahan oleh Kementerian
keuangan,

/. Maskah Perjanjian Hibah Daerah (NFHDJ; t

8 kwitansi rangkap 4 (empat), bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap stempel instansi
serta dicantumlban nama lengkap pmlmrmn instansi
ataun [{epalq Dacrah;
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pakta mtegritas vang dilandatangani dan bermeterai
ol "

L0 surat pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan

belanja hibahb: dan
(1]

P swrat pernyatann SKPD bahwa telah melaksanakan

rvaluast usulan pencairan hibah.

b Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Mitils Daerah, terdiri dari:

I

2

i,

strat permohonan pencairan hibaly;
salinan Nomaor Pokol Wajib Pajak (NPWP);

salinan Kartu Tanda Penduduk yang masilhi berlakn
Alas . nama  pimpinan perusahaan  daerah  atau
Perseroan, dan Bendahara;

Maskah Peijanjian 1libah Daerah (NP1ID);

salinan rekening bank yvang masih aktil alas nama
perusahaan daeiah atau perseroan penerima hibah,

bwitansi rangkap 4 (empat), bermaterai  cukup,
dhitandatangani dan dibubuhi cap perusahann daerah
dlau perseroan penerima hibah;

palta infegritas yang ditandatangani dan bermaterai
cukup,

) |
sural pernyataan ianggung jawab muilak penggunaan
helanja hibal: dan’

stiat pernyatann SKPD bahwa telali melaksanalan
cvaluasi usulan pencairan hibah,

Fhibah o untuk  badan,  lembaga  dan  organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia paling
sedildt terdiri dari:

¥

H

surat permohonan pencairan hibah yang diketdhui
oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;

fotocopy  Kartu Tanda  Pendudulk  yang  masih
herlakuatas A pimpinan badan/lembaga/
orpanisasi kemasyarakalan, dan Bendahara;

||;[|];‘r)}]_1|' Nrnﬂul P(]l(ul{ ‘\h'?H__HIJ Pﬁ_i.‘:l]( [NP"\"JE‘} hﬁgi
organisai kemasyarakatan,

lotocopy rekening bank yang masih aktil alas nama
badaw', lembapa dan organisasi kemasyarakatan yang
dilegalisir;

Haskah Perjanjian Hibah Daerah (NP1D),

lKwitansi  rangkap 4 (empat), bermaterai cukup,
ditandatatgani  ketua/pimpinan dan  bendahara
crganisasi - kemasyarakatan  dan dibubuhi cap
arganisasi - sceirta di - cantumkan  nama  lengkap
lLetua/Pimpinan dan Bendahara;

palkta Integritas vang ditandatangani dan bermaterai
cutkuap,

surat pernyatann tangeung jawab mutlak penggumaan
Belanyga hibaky
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O surat penmyataan SKPD babwa telah melaksanakan
evaluasi usulan pencairan hibah; dan

1O kwitanst sebagannana dimaksud pada ayat (2], rlyal (3)
Loral o, horat b, dan hurul ¢ merupakan  syarat
kelenghapan penerbilan PP dan bukan mm'upﬂknn
Lulett pencairan belanja hibah, .r

() Persyaratan administrasi qrh.agrnmanr\ dimalesud pada :watr{’!-]
dibuat rangkap 3 (tign) niasing: masing untule:

a. Pencrima hibah sebanyalk 1 (satu) rangkap, dan

b SKEPD terkait sebanvak 2 (dua) rangkap. i

(5) Derdasarkan SPP dan SPM, Kuasa BUD menerbitkan SP2D
belanja hibal.

(6} Pencibitan SPP, 8PM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada
aval (5). dilaksanalkan sesuai ketentuan dan  peraturan
perundang-undangan

IPasnl 249

Penerima Hibah herupa uang bertanggungjawah sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 kepada Pemerintah Daerah. |

Bagian Kelujuh
Penvaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 30

(1) SKEPIY terkait melakakan proses pengadaan barang atau jasa
sestal DPA-SKPD/DPPA-SKPD  dengan  berpedoman  pada
peralinan perundanz-undangan tenlang pengadaan
barang/jasa pemerintal setelah NPHD ditandatangani.

(2) Pembavaran belanja Inngsung berupa hibah barang :1la|:|_j;_1sa
dilakulan dengan - mekanisme  UP/GU/TU/LS kE';jada
penyedin barnng/ jasa dan mempedomani sistem dai PIDSE‘(ILII‘
pengelolann keuangan daerah yang berlaku. i

(3) Penverahan hibalhe havang alau jasa dilakukan oleh ]-«;ebalﬂ
SkPD terkait kepada penerima hibah, setelah  dilengkapi
persvaratan sebagai berikut:

A Dapi hibah untuk pemerintah dan pemerintah daerah ff‘i”-
terdin atas:

I Berita Acara Serah Terima  rangkap 4 {empat),
bermateral cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
mstansi atau Daerah lainnya serta dicantumbkan nama
lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah,

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan
instansi atau Kepala Daerah penerima hibah: dan .

surat permyataan tanggung jawab.
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b, Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, terdin atas:

I Berita Acara Serah Terima rangkap {l:mpatj
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan
nama lengkap direksi;

2. Naskah Perjanjian llibah Daerah (NPHD);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama direksi
perusahaan daerah atau perseroan,

-l

4. surat pernyataan tanggung jawab; dan __

5. persyaratan lainnva sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

v, Hibah untuk hadan, lembaga dan  organisasi
kemasyarakatan, paling cedikit terdiri atas:

1 Hm-it*- Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdir
dari 2 [dua) berimaterai cukup, ditandatangani oleh
ketu nf}nmpu... dan sekretaris, dibubuhi ’cap
h.Jdan;]thagq,mgmusas] serta dicantumkan nama
lengkap ketua/pimpinan dan sekretaris
badan /lembags /organisasi;

2. Naskah Perianiian Hibah Daerah (NPHD);

fotocopy  karta Tanda  Penduduk  atas  mama
ketua/pimpinan dan sekrelaris lembaga/organisasi;
I i

dan

1+ surat pernyataan tanggung jawab,

Baginn Ked u:‘,‘m”
Penggluiiaan {

MPasal 31

(1) Penerina belanja tHibah wajib menggunakan Hibah sesuai
NPHD dan/atau perubahan NPHD.

(2] Penerima belanja Hibah dilarang mengalihkan liibhah :\,.'ang
diterima kepada pihak lain.

(3) Penerima belanja Hibah wajib mengemb’ﬂikan dana Hibah
vang tidak digunakan dan/atau sisa anggaran tcrhadap
Legiatan hibah yvang telah selesai dilaksanakan sampai dengan
akhiv tahun anggaran, dikecualikan terhadap penggunaan
sisa dana Hibah untuk pendanaan pengamanan pemilukada,
tabiun  berikutnya  penerima Hibah wajib menvampaikan
Pencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah verifikasi dan
disahkan oleh SKPD terkait kepada PPKD.

Bagian lkesembilan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragrafl |
Pertanggungjawaban

Pasal 32

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah
meliputi; :

a. permohonan/usulan dari calon penerima Hibah kepada
Bupati;



A

b keputusan Kepala SKPD terkadt tentang penetapan llﬂ{lﬂl'
pencritma hibah;

o, NPHD»:

el

pakta integritas dari peneritma Hibah yang menyatalkan bahwa
Hibal vang diterima alian digunakan sesuai dengan NPHID:

e, Bukt transfer uang (5P2D] atas pemberian hibah berupa
uang, atau bukti seral terima (Berita Acara) atas pemberian
Fhbah herupa barang /jasa; dan

. Surat pernyataan tanggungjawab dari penerima Hibah yang
menvalakan bahwa [libah vang diterima akan digunakan
sesual dengan NPHID,

Yy i 17}
| r|!":|qr|t ]

. . ' . h.
(1] Penerima hibah bertanppung jawab secara lormal dan maferial
alas pengeanaan hibab yvapg diterimany:.

2] Pertampgungiawaban penggunaan  Ilibah  sebagaimana
dimaksid pada ayat (1), terdiri atas:

o penggunaan hibah berupa uang, meliputi:

L. laporan pengganaan hibah; '

Aoosurat pernyatann tanggungjawab yang menyalakan

bahwa  hibah berupa uwang yang diterima telah
: . = 1l
digunalkan sesuai denpan NPHID;

=y

bukti-bulti pengeluaran yang Ir-ngk ap dan sah t;cﬁual
peraturan perundang undangan, dan

1. bulkti setoran ke kas daerah atas sisa dana yang tidak
dipergunakan  olehh penerima  hibah, «dikecualikan
peneruna hibah untuk  pendanaan pengamapan
pemilukada dengan bukti registrasi penerimaan hiLah
hagi 1IJ}JFI;] untuk pemerintaly

h. penggunaan hibal herupa barang atau jasa, meliputi:

. laporan penggunaan hibah;

2. sural pernyatann tanggungjawab ;Hng 111:'u~_ratakan
haliwa hibah berupa barang alau jasa yang {]11P1ima
telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

3 salinan bukti serah terima bharang atau jasa,

(3) SKPD melakukan verilikasi terhadap F.-i:'gll‘af.
pertanggungjawaban (SPJ) Penerima hibah berupa uang
denpgan sural pernvataan telah melakukan verifikasi terhadap
pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

(4) Penerima hibah  bertanggungjawab atas kebenaran dan
keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.

5) Peneriina hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atau salinan bukti
seralh terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

(6) Penvimpanan bulkti-bukti pengkluaran atau salinan bukti
serah ternma barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada
aval (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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(7] Format pertanggungjaawaban penggunaan hilyah iiﬂn
rekomendasi pengesahan 8P penerima hibah sebagaimana
dimaksud pada avat (2 burul a Hllgk& I dan 2 dan huraf b
angha 1 dan 2 dan ayar (3) tercantum dalam Lampiran IX ydng
merupakan bagian tidale terpisahkan dan Peraturan Bapati
i

Paragra! 2
Pelaporan

Pasal 34

(1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang atau jasa
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), (liS.’lII'i'l'lFliEﬂl'l
oleh penerima Hibah  kepada SKPD  terkait paling lambat
tanggal 5 bulan Januari tahun anggaran berikutiya, kecual
ditentu kan lain sesuai peraturan perundang-undanpan.

(2) SKPD  terkait menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepads Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
Januan tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain
sesual peraturan pr‘rnmjnng undangan.

Pasal 35

(1} Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam

PPasal 24 avat (1) meliputi: |

A surat pengantar dar penerima hibah ditujukan kepada
SKI'D terkait; .

. laporan kegiatan paling sedikit terdiri atas:

I latar belakang. berisi uraian tentang gambaran umum

imengenai pelakeanaan kegiatan vang telah dilakiikan
oleh penerima hibah, o

. s . 1
2 maksud dan tojuan, bersi uraian tentang maksud dan
tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah,

3. ruang lingkup kegiatan, berisi hasil kegiatan vang telah
dilaksanakan sesua dengan proposal hibah yang telah
diajukan;

1. realisasi pelaksanaan kegiatan berisi uraian tentang
anggaran vang telah dibelanjakan.

T

5 daftar personaha berisi uramian lentang panilin atau
peserta vang ikut serta dalam kegiatan; dan g

6 penutup berisiraian tentang hal-hal yang perclu untulk
disampaikan  oleh  penerima  hibah terkait dengan
Legiatan vang telah dilaksanakan.

¢ laporan keuangan, meliputi \

I realisasi penerimaan hibah; dan

' renlisasi penggunaan.,

. totocopy laporan pertanggungjawaban; dan

¢ lampuan berupa dokwmen  pendukung  lainnya/
doliumentasi kegiatan yvang telah dilaksanakan
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(2} Laporan pengguniaan bibah sehagaimana Jdimakeud d‘ﬁnl
Pasal 31 avat (2) melipun:
3 f‘
a. Sural pengantar dan SKP1 r.mi(ml. ke Bupsti melzlui PPEKD
b Laporan dimaksud paling sedikit terdin atas:
I. Realisasi fisik dan keuangan penerima hibah, dan

2. Hekomendasi pengesahan SP.J penerima hibah untuk
pencairan tahap berikutnya.

(31 Lapouran sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) bermaterai
cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh kﬁﬁﬂf
kepala, pimpinan  instansi pﬂmmntah hupau;‘hahkﬂt&
direktur, atau ketua/pin ipinan organisasi masyarakat.

FPasal 36

(1

—_

SKPU terkait melakukan pencatatan realisasi Hibah, untuk
selanjuinya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

thibah berupa barang atzu jasa yang belum diserahkan ke

penerima  Hibah sampai, dengan akhir tahun an
berkenaan. dilaporkan sehagai persediaan dalam neraca.

|2

(3

——

iZealisasi Hibah berupa Larang atau jasa dikonversikan sesuai
Standar Akuntansi  Pemerintah pada laporan realisasi
anggaran dan diungkspkan pada catatan atas ]apoi'an
Leuanegan dalam pentisunan Laporan Keuangan Daerah
Pemerimiah Daerah,

Pasal 37

(1) Dalam  hal  penerima  Hibah  tidak  menyampaikan
pettangsungjawaban sampal dengan batas terakhir SKPD
terkait memberi peringitan pertama secarz tertulis kepfida
penerinia Hibah,

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan
pertame diterima oleh penerima Hibah, dan penerima Hl.bah
tetap  ndak  menvampaikan pf-rianggungjawaimn yang
dipersviratkan, SKPD terkait memberi peringatan kedua
secara tertulis kepada penerima Hibah.

(3) Apabila dalam waktu 2 {{ua) minggu setelah peringatan kedua
diterimma oleh penerima liibah, dan penerima Hibah tetap hdak
menvampaikan per tanagung]awahan vang dipersvarat
SKPD terkait memberi peringatan ketiga secara tertulis kepada
penerima Hibah.

(4) Apabila dalam waktu 2 {dua) minggu setelah peringatan ketiga
diterima oleh penernima  Hibah, dan penenma
Hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang
dipersyvaratkan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap

penerima Hibah dimaksud oleh Bupati melalui hnpekt%:rat

habupaten Bengkalis. -

i
|3
|
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Bagian Kesepuluh
Audit '

Pasal 38

(1} Penggunaan belanja Hibah berupa uang, harang (lanfﬂllﬁlu

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

jasa sewaktu-waktu dapat dilakukan audit/pemeriksaan oleh

Aparat Pengawas Internal Pemerintah {A];?IP}, atau Kantor
Alkuntan Publik.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan
meliputi |

a. kesesuaian penggunaan belanja Hibah dengan NPHD (llan
rencana anggaran belapja (RAB);

Iv. kepatuhan terhadap  ketentuan peraturan pr*runda_ng-
undangan.

Biava pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pacda ayat (1)
dibebankan pada penerima belanja Hibah yang bersangkutan.

Laporan hasil audit belanja Hibah berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada Bupati melalui
Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan merupakan bagian dari
laporan pertanggungjawaban dengan tembusan disampaikan
llepada PPKD dan SKPD/Bagian yang melakukan verifikasi.

AR 1T
BANTUAN SO5IAL

Bapian Kesatu
hinum

Pasal 44

Bupati dapat memberilian bansos kepada individu, keluarga,
lkelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan
Iierah

Anggota /kelompolk masyarakat meliputi:

A, Individu, keluarga, lrelompok dan/atau masyarakal H%ng
mengalami risiko sosial;

b Lembaga non  pemerintahan  bidang  pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, danjatau masyarakat

vang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak
risiko sosial.

Pemberian bansos sebagaimana. dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  setelah  memprioritaskan  pemenuhan  belahja,
urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mcmperhaﬁkan

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat, kecuali ditentukan lain sesuai den

gan ketentuan
I
peraluran perundang-undangan,

Pemberian  bansos sebagaimana dimaksuc pada ayat (1)
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluagga,
kelompok danj/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
'erus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



(5]

(1

(2}

(4)

(5)

(6)

(2)

T

12D

Keadaan tertentu dapat ber kel.qman sebagaimana dimaksud
pada avat (4] diartikan bahwa bansos dapat diberikan setiap
tahun nng,gatan sampai pe_hf-nma bantuan telah lepas dari
risiko sosial.

Pasal 40

Bansos dapat berupa uang atau barang vang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bansos berupa uang lepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masvarakat sebagaimana diI!ldi(&Ll{l pada ayatl (1)
terdiri .u-‘l*-; bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga

vang direncanakan dan vang tidak dapat direncanakan
c:f.‘1‘.'r‘!l.|. inya.

Bansos vang direncanalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat pencrima dan besarannya pada saat
penyvusunan APBD.

Bansos vang direncanalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] berdasarkan usulan dari calon penerima, usulan hasil
musyavarah desa/kelurahan dan/atau atas usulan kepala
SKPD

Hansos vang tidak dapat direncanakan sebeluminya
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial vang lébih
hesar bagi individu dan jatau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaian vang tidak dapat direncanalkan
sebelumnva ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Bagian lkedua
Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 4|

Ransos berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (4} adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Penyandang
Masalali Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti, nelayan
miskin, kelompok usaha bersama untuk masyarakat migkin,
pembangunan/rehap rumah tidak layak huni bagi [fakir
miskin dan/atau korban bencana, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat dan tun_]angau kesehatan putra putn
pahlawan/veteran vang tidak mampu.

RFansos berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pas':ll 39
avat (1) adalah barang vang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan  kendaraan operasional untuk
selolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu
bantuan perahu untuk nelayan iniskin, bantuan maKanan
alau pakaian kepada vatim piatu atau tuna sosial, bantuan
scmbalko/bahan bangunan rumah untuk korban bencana,
ternak bagi kelompok masyarakat,bantuan bahan bangunan

untuk rumah tidak layalk huni fakir miskin, alat bantuan diri
unitul disabilitas. A



(1)

(2]

(3]

1)

(6)

(7)

&Ly
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Mokl 2

Pembenian bansos hinegs l||'|4]||.:_u,;._|m|m|| ‘lmiﬂﬂ“ ketentuug:

e aelelot;

bememenuhi persyanraian penerima bantuan sosial,

hersifal sementara dan tidak terus menerus, leonali
v . . . | &

dalun keadaan tevtentu dapat herkelanjutan, dean

| e e .
(bosesual dengan tujunan pengguanaan.

|'~”t"_i'|“ seleldtil sebapgnimana dimaksad pada ayat (1) hurul a
diartilon bahwa  bansos hanya  diberikan kepada ealon

pene nuna yang ditujukan untuk melindungi dari kemnghkinan
nsilo sosial,

hriterin persyaratan penerima bansos sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harul b meliputi:

a. memilikidentitas kependudukan yang jelas; dan

L. berkedudukan dalam wilayah administrasi |‘t!11lﬂl’i{ﬂil]‘1
Daerah. '

Kriterin bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan lertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huraf ¢ diartikan bahwa pembetian
bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan sefiap tahun
ANgEATran.

Keadann tertentu dapal berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) hurul ¢ diartikan bahwa bansos dapal diberkan
seliap tahun anggaran sapai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial.

Beniul risiko sosial sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:

a  risilo vang terkait dengan siklus hidup seperti kelaparan,
penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental,
orang terlantar, anak yatim piatu, lanjut usia/jompo dan
orang sakit, penderita penyakit kronis yang mengalami
masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan
dasarmya terpenuhi

I risilo vang terkait kondisi ekonomi seperti fakir miskin,
pelajar atau mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu
dan tuna wisma; dan

~ pisilio vang terkait dengan lingkungan seperti kekeringan,
l::m|i|.' gf-mrm bum i, asap, tanah longsor, bencana ﬁ%am
lainnya dan terisola sian/masyarakat tertinggal.
L
Kiiterin sesuai tujiuan penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hural d diartikan bahwa tujuan pemberian
bhantuan sosial meliputi:

n. rehabilitasi sosial;

o periindungan sosial, h
¢ pemberdayaan ansial; l
d. jaminan sosial; , }
¢ penanggulangan kemiskinan; dan e

. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya
vang ditujukan untule rehabilitasi. .

L4
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Wehibnlitnst sosinl sebagadmana tliillHkHur.l dalaun Pasal 42 ayat
Lol Bt ditagokoan ditajukan untuk  memulihkan  dan
menpembangkon Lenmimpunn sescorang  yang  mengalami
dishinpsi sosinl apo dapat melaksanakan fungsi sosialnya

HOCI g,

Perlindungan dosinl seboagaimana :ilnmkuud dalam 'asal Pasal
avar o haoal b ditajulkan untuk mencegah dan menangani
vestho i guneangan dan kerentanan  sosial SeseOrang,
Lol kelompok minsvarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuni dengan kebutuhan dasar minimal,

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
avat U horad e ditajulan untule menjadikan seseorang atau
welompole masyarnkat yang mengalami  masalah  sosial

erprnyan doya, selingga mmmpa memenuhi kebutuhan
'1..'I'-||!:i ol

L sosiml sebagannana dienalesud dalaam Pasal 42 ayat
Fohat o d merupakan shema vang melembaga untuk
et penerima bantoaan agar dapat memenuhi dasar
lndupirea vang laval,

Penangeulangan kemislanan sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 2 ayar (7)) hooat e merapakan kebijakan, |ll'Ug1'%l.lﬂ.
coglatan, sub o kegiatan vang  dilakukan terhadap orang,
Leluarga, kelompole masyvarakat yang tidak mempunyai atau
mempunvar sumber nata peneaharian Jdan tidak  dapat
memen ol kebotoahan vane lavale bagi kemanusiaan '

Penaneoclangan bencana sebagaimana dimalksud dalam Pasal
L0 avar (7] harul Toerupakan serangkaian upaya vang
it o antule rehabilitasi,

['asal <4

Jenis legiatan rechiabibiast sosial sebaganmana  Jdimaksud

dalam Pasal 42 ayal (7) horul o yang dapat diberikan bantuan
sosinl mehputn:

n. pembinaan kewirausahaan,
L bimnbinpgan mental spiritual;
¢ bitnhingan lisik; .
(0 bimbinean sosial dan konseling psikososial, dan
¢ perawatan dan pengasuhan.

Jenis hegiatan perlindungan sosial sebagaimana uliumk'g;ud
dalam P'asal 42 ayat (7) huruf b yang dapat diberikan belanja
bantuan sosial meliputi:

a. bantuan langsung;
b, penguatan kelembagaan;

i advokasi sosial; dan
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. bBantuan hukum

3 Jemns kegiatan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (7) huruf ¢ yang dapat diberikan belanja
bantuan sosial meliputi
penmgkatan kemauan dan kemampuan,
pelatiban keterampilan;
peralatan usaha dan tempat usaha;

G penimgkatan akses pemasaran hasil usahag

perataan ingkungan;

supenast dan advokasi sosial; dan
£ pendampigan

S coms Beglatan Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam

asal4 2 avat i) hurat d vang dapat diberikan belanja bantuan

- . ] 1 |
sosial meliputt tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran
asuranst kesejahternan sosial.

SbJemis Leglatan penanggulangan  kemiskinan  sebagaimana

bonchsad dalam Pasal 42 ayat (7) huruf e yang dapat
ko belanga bantuan sosial meliputi:

pervoulbuhan dan bimbingan sosial,

pelivvanan sosial, '
persediaan kesempatan kerja dan berusaha,
penvediaan akses kesehatan dasar,

o pervediaan akses pendidilian dasar; dan '
pervediaan akises pelavanan perumahan dan pemukiman.

0l Jemis Regilatan penanggulangan bencana sebagaimana
maksad dalam Pasal 12 avat (7) hural [ yvang dapal diberikan
i bantuan sosial meliputi:

a  penvediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan
Lebutuhan dasar, berupa air bersibh dan sanitasi, pangan,
sandang, kesehatan, dan penanipungan,

b pemulihan darurat prasarana dan sarana; dan

bantuan perbaikan rumah masyarakat.

T

Bagian keempal
Pengmuan dan Persyaraian Permohonan U{“\ﬂh .

Pasal 45

(1} Anggota/kelompok masvarakal sebagaimana dimaksud :iaiam
Pasal 39 avat (2) menyampaikan usulan permohonan tertulis
aias bansos yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD
terkail sesuai dengan urusan dan kewenanganya.

(2} Usulan permintaan atas bansos yang tidak direncan Jkan

sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan
urusan dan kewenangannya. '

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dei}gatl proposal, persyaratan administrasi dan
dokumen teknis usulan hansos, jika diperlukan. :
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(N Permohonan tertulis bansos m‘~lmgniulalm(fimaksud pada ayat
(1 dan ayat (3), dibubuhi cap stempel cflnu ditandatangani

Illl"ll

- bopi dembagn non ' pemerintahan, l.*ﬁ'rllhllhi cap  Han
tndatanpan olel Ketfia dan Sekretaris atau sebutan lain,

b hap inchvidi, Leluarga dan/atau masvarakat,
ditindatangani  oleh ppmuhnn dan' diketahui  serta
dibibuhi stempel BT, RW, Lurah atau Kepala Desa.

r

[3) SKEPD terkant melakukan penelitian kelengkapan permohonan
tectuhis hantuan sosial gebagaimana dimaKsud pada ayat (1).

10} Apabila terdapat ketidaksesuian antara Jsm‘al permohonan
dengan  dokumen proposal dan persyaratan administrasi
sebagannana dimaksud pada ayat (3) atau tidak memenuhi
persyaratan secarn administratif  maka  permohonan
dikembalikan kepadn pemohon yang bersalngkutnﬂ- dlhﬂhlhh”

ot cara penelitian kelengkapan permohonan usulan bansos,
dintur lebih lnnjut oleli masing masing SKPD terkait

Formand surat permohionan tertulis sebagaimana dimaksud
piaddicavat (1) tereantuin dalam Lampiran X yvang merupakan
bagi tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

'asal 10 ém {‘cm\ml‘t )

(1) Permohonan tertulis bagh anggola/kelompok masyarakat
sehagnimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (3), dilcngl‘(‘Lpi
proposal vang memuat informasi tentang; .

A latar belakang;

Lomaksud dan tujuan;

o hasil yvang diharaplkan;

i, lokasi pelaksanaan,

e wakiu pelaksanaan, e

[, data umum orpanisasi/lenmibaga; "

g, alamal lengkap, L

hodaltar personalia pelaksana dan susunan

¢ '.1
kepengurusan
leinbaga;

Lrencana anggaran binya,

|. nomor relkening bank yang masih berlaku:
|
. NEPW I dan .

i, Penutup.

{2) Selain proposal  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),

permohonan bansos bagi anggota/kelompok masyarakat wajib

melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:

a.akla notans mengenal pendirian lembaga atau dokumen
lai vang dipersamakan:

bosurar pernyataan tanggungiawaly,

sural keterangan L'hi]llli.‘-‘.ili dari desa/ kelurahan setempat,

izin operasional ftanda daftar lembaga dari instansi yang
lJ:'|"L'.--|.|:;|'|'jr'r,




(1)

e bukt kemtrak sewa pedung/bangunan, bagi lembaga yang
lkKantornyva menyews, '

[ lotocopy Kartu Tandn Penduduk yang masih berlaku alas
o ketua dan seloetaris atau sebutan lain; dan

e salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga
div dilepalisir oleh Link berkenaan.

Untuk belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah
vang bersifat non formal yang berperan melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya
nsiko sosinl dikecunlikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf k
dan avat (2) harul o, hoorad d dan huaruf f

Pasal 47 ?Mhﬂw é\{uﬁa) |

Permohonan  tertulis  bagi  individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1),
paling sedilkit memuatl informasi tentang:

a. maksud dan tujuan penggunaan;

L. juimlah bantuan sosial yang, dimohonkan;

¢ identitas lengkap penerima bantuan sosial, terdiri atas:
1. nama lengkap;
2. tempat /langgal lahir,
3. alamal lenglap; dan
4, pelkerjaan/ aktivitas.

d. fotocopy  nomor rekening atas nama penerima  belanja
]".IE”I1|H!]| H{Jﬁja]; dan

e lotocopy Kartu Tanda Penduduk yvang masih berlaku. . ©

Permohonan  tertulis  bagi  individu, keluarga, dan/atau
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurmif b
dilenglapi proposal paling sedikit meliputi:

a. latar belakang,;
b susunan kepengurusan bagi masyarakat;
o, domisili sekretariat,;
K
A fotocopy Kartu Tanda Penduduk yvang masih berlaku: dan
e salinan rekening bank yang masih aktifl atas nama individu,
keluarga, dan/fatau masyarakat dan dilegalisir oleh bank
berkenaan.

Persyaratan administrast sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 bags individu, - keluarga, dan/atau masyarakat paling
sedikit meliputi: - E o

acsurat kelerangan domisili dari desa/kelurahan setempal;

b fotocopy kartu tanda peduduk yang masih berlaku atas
nama individu, keluarga, dan/atau ketua, sekretaris dan
bendahara atau sebutan lain bagi masyarakat; dan

¢, fotocopy rekening bank vang masih  aktif atas nama

individu, keluarga, dan/atau masyarakal calon penerima
bantuan sosjal.



11 Penvampaian Perimoh

(1)

(8)

Pasal 48

Vaulan . )

“nan bansos untuk dianggarkan dalam

Xeo Itllllf_‘lll?ll'{li}li jadwal Penyusunan Dokumen Renoana Kerja
‘linta acrah (RKPD) 1 (saq :
sebe| mnya ( ) (satu)  tahun anggaran

Penyampaian Perimohonan

n - v

Perubahan APBD mengikuti jadwal pen
Perubahan Rencang Kerja Pen
anggaran  berjalan.
sebelumnya

bansos untuk dianggarkan dalam

yusunan Dokimep
1erintah Daerah (PRKPD) tahuy,
dan/atau | [satu) tahun anggaran

Bagian Kelima
Evaluasi Permohonan

Pasal 49 .

SKPD  terkait melakukan  veriflikasi terhadap u;ulan
Permohonan bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
avat (1. I
Dalam melaksanalkan
bansos sebagaiman
terkail dapat mer
bansos,

verifillasi terhadap usulan prermohonan
a dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD
nbentuk tim evaluasi usulan permaohonan

L verifikasi  sebagaimana dimaksud pada
melaksanakan verifikasi permohonan
iegalitas, administratil

ayat (2]
bansos meliputi aspek

dan substansi kegiatan, kewajaran
serta Hepatutan biaya vang diusulkan.,

verifikasi aspek lepalitas sehagaimana dimaksuc pada ayat (3)

vakni dengan meneliti kebenaran dan keberadaar
M

peneruna bansos. Ve

Verilikasi aspek admianistratif sebagaimana dima

avat (3) yakni dengan meneliti kebenaran dan
dokumen proposal pengajuan bansos.

1 ralon

ksl IiE}Jada
keberadaan

Veriikasi aspek substansi kegiatan, kewajaran serta
kepatutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yakni
dengan meneliti kesesuaian kegiatan yang diusulkan dg:r{gan
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD 1]&11f+11ﬂL511|(Ia1c
tumpang tindih dengan program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPD serta kewajaran dan kepatutan atas setiap komponen
biava vang diusullkan berdasarkan standar hiava sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau biaya
vang berlaku umum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan permohonan
bantuan sosial menjadi dasar SKPD untuk diusulkan dalam
Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di input
dalam aplikasi Sistem Infromasi Pemerintahan Daerah. =

£ h
Kepala SKPD terkait menyampaikan hasill verifikasi dan
validasi beserta daftar nominatif calon penerima bansos dan
besaran bansos kepada Bupati melalui TAPD untuk merilfa,pat
pertimbangan pada saat penyusunan KUA dan PPAS“atau
Perubaban KUA dan Perubahan PPAS.

Mot pesag kot



A ~» Rakomendas

(N TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritag dan
kemmpuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar
Nomnatif dan disampajkan kepada SKPD terkait.

(1O0) Format hasil verilikasi berupa rekomendasi sebagaimana
¥ L] "
dimaksud pada avat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang

merupalaan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
i

Pasal 50

Kua Y74c
(1) WD sebagailana dimaksud dalam F*asa] 4%
ayval (Y) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos

vang direncanakan dalam rancangan KUA dan PPAS atau
rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS,

[2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, meliputi angg:vran bansos berupa uang Jdan barang.

(3) Formal hasil pertimbangan TAPD belanja bansos sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 49 ayat (9), tercantum dalam Lampiran

sl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati in,

Pasal 51 . “
‘ o144

(1) Bansos bag individu dan/atau ‘ga yvang tidak dapat
direncanakan  sebelimminya  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal A0 ayal (5) yang nnggarannya tidak tersedia dalam APBD
dan apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan
risika sosial yang lebih hesar bagi individu dan/atau keluarga
vang bersangkutan diusulkan oleh SKPD yang menanganani
wrusan pemerintahan hidang sosial. v

(2) Kepala SKPD dapal menerima permohonan tertulis untuk
bansos  wvang tidale  dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimmana dimaksud pada avat (1) dari individu dan /atau
leluarea yvang bersanghkutan atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenaneg. ]

(3} Pejabal yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah unsur pejabat desa/kelurahan dan diketahui oleh
ramal selempal.

(4) Usulan  kepala SKPlLI, permohonan tertulis atay surat
keterangan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui
SKPD terkail setelah dilakukan verifikasi dan ditflangkan
dalatn Berita Acara Ilasil Verifikasi berupa rekomendasi
beserta daftar nominatil calon penerima bansos vang tidak

dapat direncanakan dan besaran bansos untuk mendapat
persetujuan Bupali,

sepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB]

sesuai dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada PPKD selaki; BUD.

(6) PPKD selaku BUD mglakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKpp paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB dan dinyatakan lengkap.



Bagian heenam
Penganggaran

Masal 52

(20 Penganggaran belanga bansos yang direncanalan dinnggarlan
pada SKPD terkait dan dirinei menurut objek, rincian abjel,
dan sub ninclan objek pada program, kegiatan, dan sub
kKegiatan sesual denpan tugas dan fungsi pernnpkat daerah
terkan

D RRASSKPD sebagammana dimaksuil pada ayal (1) menjadi
dasar penganggaran hansos dalam APBD.

131 Pencantuman alokasi anggaran sehagaimona dimaksud poada
avat (b, meliputi anggaran bansos berupa uang dan barang

(1l Bansos berupa uang dicantumkan pada akun belanja bansos
vang direncanakan kepada individu, keluarga, kelompol
masyarakat, dan lembaga non pemerintahan.

(5] Bansos berupa barang dicantumkan akun bheliinga bansos
vang direncanakan  kepada individu, keluarga, kelompak
masvarakat, dan lembaga non pemerintahan.

\bF Penganggaran  belamja bansos yang  tidak  direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja ‘Tidalk Terduga (1),

I'nanl 53 .

Nama penerima bansos vang direncanakan, alamat dan besaran
bansos dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tehitang
Penjabaran APBD.

Bagian Leloajuh
Pelaksanaan dan Penatausahiann
i

Pasal 54
Y
(1) Pelaksanaan anggaran bansos berupa uang dan barang
berdasarkan atas DPA-SKPD dan DPPA-SKPD terkait .,

Ve
(2} Pelaksanaan anggaran bansos berupa barang menpikuti
peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang
dan jusa.

'asnal 55
H
(11 Daftar penerima dan besaran bansos yang direncamakan
ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala SKPD  lerkait
berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

{21 Penyaluran/penyerahan bansos didasarkan pada i (laftar
penerima bansos vang tercantum dalam Keputusan Kepala
SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3] Penyaluran/penyerahan  bansos berupa uang dilakukan
(.Ienguu_ cara pembayaran langsung (LS) dan disaburkan
melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima

hﬂll:;ur:_ 5\
I |
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(41 Dalam hak bansos beiupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} diberikan  dengan nilai sampai  dengan

Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), maka pencairannya dapat

dilakikan melalui mel:anisme Tambah Uang (TU).

J :muunmf verahan bantuan sebagaimana dimaksud
ayat (3) chlengkap: dengan kwitansi sebagai bukti

penerimaan uang dan dibubuhi meterai secukupnya [iu.!ﬂmi-l

(61 Penvaluran/penverahan bansos yang tidak direncanakan
dilakukan oleh Kepala SKPD mengikuti tata cara yang diatur
di dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga yang Bersumber darn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. m

on

Bagian Kedelapan
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 56

(I} SKPD terkait memberitahukan kepada calon penerima
bansos/Lurali/Kepala Desa tentang anggaran belanja bansos
vang akan diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran AFBD dan
Keputusan Kepala SKPD terkait tentang penetapan daftar
penerima bantuan sosial dalam bentuk uang.

(2) Calon penerima bansos berupa uang mengajukan
permohonan pencairan bansos kepada Bupati melalyi SKPD
terkail dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Xl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

(3) Permohonan pencairan bansos sebagaimana dimaksud pada
avat (2] dilengkapi  dengan persyaratan administrasi
pencairan, meliputi:

a. Bansos untuk individu paling sedikit terdiri dan:
surat permohon:in pencairan bansos,
2. lotocopy KTP atas nama penerima bansos;

3. lutocopy rekening bank yang masih aktf atas penerima
hansos;

4. lmwitansi  rangkap 4 (empat] bermaterai . cukup,
litandatangani  dan  dicantumkan nama  lengkap
penerima bansos;

o

surat pernvataan telah melaksanakan verifikasi usulan
pencairan bantuan sosial;

6. surat pernvataan tanggungjawab.
b, Bansos untuk keluarga paling sedikit terdiri dari:

. surat permohonan pencalrau bansos;

2. lotocopy dan Kartu Keluarga atas nama kepala kﬂiuatga

penerima bansos: |

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas penerima
hansos; §
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1. kwitansi  rangkap 4 (empal) bermaterai cukup,
ditandatangani  dan dicantumkan nama lengkap
penerima bansos;

| | e .
5. surat pernyataan telah melaksanakan verifikasi usulan
pencairdn bansos; '

6.surat pernyataan tanggungjawab,

(4) Proses pencairan bansos berupa uang dilaksanakan oleh dari

(3)

(6]

SKPD terkait mulai dari membuat SPP sampai dengan
penerbitan SPM, i

Kuasa BUD menerbitkan SP2D), berdasarkan SPP dan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). ;

Format  Keputusan Kepala SKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) tercantum dalam Lampiran
KIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. I

Pasal 57 ?mbﬂi‘l‘-’\ﬂ \R'J'\E‘m\llwﬁ Jq.ﬂd".o

Penerima bansos berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsaban dokumen persyaralan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) kepada Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesembilan
'envaliuran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal HS
SKPD lerkait memberitabukan  kepada  calon  penerima
hansos/Lurah/Kepala Desa tentang anggaran belanja bansos
‘ . . N 4

vang alan diberikan sesuai dengan Peraturan Daerab tenfang
APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
heputtiisan Kepala SKPD terkait tentang penetapan daftar
penetima bansos dalanm bentuk barang,

SKPD - pengguna  anggaran bansos melakukan proses

pengadaan barang sesual DPA/DPPA-SKPD dan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan bafang
tan jasa pemerintah.

Penyeraban bantunn sosial berupa barang dilakukan oleh
Lepala SKPD pengguna anggaran bansos kepada penerima
bantuan sosial, yang melipuli:

a. Bapgl bantuan sosial untule individu, terdiri atas:

1. Berita r‘unt*w Serah Terima rangkap 4 (empat) }aug
ditandatangani dan dicantumkan
nama !r-_*ﬁgknp penerima bansos;

2. Totocopy KTP atas nama penerima bansos; dan

3. surat pernyataan pertanggungjawaban.
b Bagi bantuan sosial'untuk keluarga, terdiri alas: _
: ]
I Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empal) yang
bermalerai cukup, ditandatangani dan dicantumkan
nama lengkap kepala keluarga penerima bansos;
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2. fotocopy KTP atas nama kepala keluarga penenma
hansos; dan

3. surat pernvataan tanggungjawab.

Bagi bansos untuk kélompok masyarakat/lembaga non
pemerintah, terdiri dari:

1. Berita Acara Scrah Terima rangkap 4 (empat) yang
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap,
serta dicantumlkan nama lengkap ketua/pimpinan
atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintah penerima bansog;

fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan atau
sebutan  lain  kelompok masyarakat/lembaga non
peinerintah penerima bansos; dan

3 surat penvataan tanggungjawab

Bagian kese puluh
Pf‘n&gunﬂﬂl]

. TPnepra Bantar

Pasal 39

1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau

(3)

(1)

barang vyang dilerima sesuai dengan peruntukan yang
dicantimkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan
sesuai dengan yvang ditetapkan dalam DPA SKPD/DPPA SKPD.

Penerima bansos berupa uang dapat melakukan perubahan
rincian anggaran belanja dalam proposal permohonan pada
kondis: tertentu seperti teijadi perubahan harga barang,
kelangikaan barang dan kondisi di lapangan tanpa merubah
jenis bantuan dengan melampirkan Berita Acara Perubahan
Proposal oleh pemohon dan disetujui oleh SKPD terkait.

Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau
barang vang diterima kepada pihalk lain.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragral |
Pertanggungjawaban

Pasal GO
Pertanggungjawaban pemerintah daerah alas pemhérian

bansos meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bansos
atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada
Bupati;

b. keputusan Kepala SKPD terkail tentang penetapan daftar
penerima bansos;

¢ pakta integritas dari penerima bansos yang menyatakan

bahwa bansos yang diterima akan d]gu nakan sesuai dengan
usulan; dan !
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(L bud transter (S1720) atas pemberian bansos becuapn uang
atin bukt serab tecima barvang atan pemberian bonsos
Breropa bivcamp, !

(2) Pertanggungiawaban ccbaganmana  dimakeuad  pada nynt (1)
horal bodan huarad o dikecualilan |l".'l'TIlIl]l’-l[l Lo Dl
vl dan/atau keloarpa vang Hdale dapat divencannlom
'i""l'lf’l'lllrtl]"rﬂ

I'aanl Gl

(1) Penernna bansos bei I;Irlggllngiﬂu.rnh secara lormal darn mater)
alas pengeunaan bansos yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima Bennsos sehapgaimann
dimalksud pada ayal (1), meliputi

a laporan penggunaan belanja banans;

b surnt pernyataan tanggungjiawab yang menyatalan bahwa
bansos  yang  diterima’ telah  digunakan  sesuq denpan
proposal yang telah disetujui,

¢ buldibuldi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan bagr penerima
hansos herupa unng, e

d.salinan berita acara serah lerima barang bagl penerima
bansos berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  ayal  (2)
dikecualikan terhadap penerima Bantuan Pangan Non Tunai
a 1 a L
(BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

(4) Penerima  bansos bertanggungjawab  alas kebenaran dan
Lenbsahan laporan penggunaan belanja bansos sebagaimana
dimalesud pada ayat (2] hurul a,

(5) Penerima bansos selaluﬂ objek pemeriksaan wajib menyimpan
bukti pengeljiaran atau salinan bukti serah terima barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl ¢ dan huruf d dan
dilaksanalkan sesuai  kelentuan  peraturan  perundang
tndanzan,

(B) Format per‘taﬂggu;lp,j;wmlmn penerima bantuan  sosial
sebapgamana dimaksud pada ayat (2) hurul a dan b tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupali ini

Pasal 62 W
(1} SKPD yang menanganani urusan pemerintiahan bidang sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pasal ayatl (1)
membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebeluinnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran

.
NERATHITER

(2] Mekapinulasi sebapaimana dimaksud pada ayat (1] memuat
nanmia penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang
diteritma oleh masing masing individu dan/atau keluarga.
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Pelaponan
Pasal o4

Laporan penggunaan bansos berupa uang dan barang dan surat
pernyataan tanggungiawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (2) huruf a dan hurat b, disampaikan oleh penerima
bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait selaku

Pengauna Anggarah 1 (satu) bulan setelah Kkegiatan selesai
delaksanakan atau paling lambat tanggal 10 bulan Janumii’qhun
anggaran berikutnya.

Pasal 64
L h § s |
Selna bansos berupa uang yang direncanakan dan barang,

dieatat sebagar realisasi objelk bansos pada jenis belanja
tu ang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD

S0 Belanoa bansos berupa uang yvang tidak direncanakan, dicatat
sebhag vealisast BTT pada PPKD dalam tahun anggaran

MREeTTAOn.
1

S Banses berupa barang vang  belum  diserahkan  kepada
penering banses  smapal dengan akhir tahun anggaran
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi bansos berupa barnng dikonversikan sesuai standar
tkuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan

diunghapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam
penvistnan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

RNERAY
MOMNTORING DAN EVALUASTE HIBAH DAN BANSOS

Pnsal 65

(sl tevkait mclakukan monitoring dan  evaluasi atas
pemberian hibah dan bansos. -

21 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
nspelstorat Kabupaten Bengkalis,

(3] SKPD  terkait melonkukan  monitoring  dan  evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentul: tim
monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan bansos.

(4) Tim monitoring dan evaluasi alas pemberian llibah ' dan
bansos sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dnetalpkan
dengan Keputusan Kepﬂlﬂ SKPD. y

¥ asal H6 R
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah dan bansos
vang tidak sesuai dengan usulan yang telah -::haetl.uul, penerima

Hibah atau bantuan sosinl dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HIBAH DAN BANSOS

Pasal 67

(1) Permbinaan dan Pengawasan pengelolaan belanja Hibah dan
bansos:

a. SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya,
Lo SKEI'D vang membidangi urusan pengelolaan keuangnn,
. SKPD vang membidangi urusan pengawasan; dan

U SKPD vang membidangi urusan kewilayahan.

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan
dalan benluk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan,
serta penelitian dan pengembangan.

(3] Pengawasan sebagaimana vang dimaksud avat (1) dilakukan
dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, himbingan
teknis. dan bentule pengawasan lainnya sesuai ketentuan
perativan perundang undangan.

(4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana yvang dimaksud
aval () dan avat () dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang ondangan.

BAR VT
KETENTUAN PERALITIAN

Pasal 8

Pemmbenian Hibah dan bansos untuk Tahun Anggaran 2021 dapal
dilaksanalian sepanjang telah dianggarkarn dalam AIBD Tahun
Anggaran 2021 sepanjang telah sesuai dan tidalk bhertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6O

Patdla saal Peraturan Bn]m't'i ini mulai berlaku, maka Peraluran
Bupati Nomor 792 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengganggaran,
Pelaksananan  dan  Penalausahaan, Pertanggungjawaban  dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial vanpg Hersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor
72], sebugaimana telah «iuhah beberapa kali terakhir dengan
derigan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79
;;ﬂ}“m 2017 lentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
ermlts.sulsnh:mn. Pertanggungjawaban dan Pelaporan  serig

T Egaran Pendapatan dan Belanja Daeraly (Berita

Daerah Kahy paten Bengkalis T 20"
1 : gkalis Tahun 2020 Nomor 79) i
dinvatakan tidak berlalcy. ?) dicabuf dan
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Pasal 70

Peraturan Tapati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan

Agan netiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratiiran Hapati ini denpan penenpatannya dalam Bersin Hm*téh
Kabipaten Dengkalis.

Diletapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 JUNL o0

HUPATI BENGKALLS,

O

KASMARN!

Diundangkan di Bengkalis
pda ARgget ABJUNL 202

w

PATEN BENGKALIS

_‘.i?f?ﬂfST I
TRITA PAERAH KARUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 TAHUN 2021
TANGGAL - 17 JUNDI w21

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI KABUPATEN BIENGKALIS

I.1 Contoh Formal Surat Permohonan dan Proposal Hibah

USULAN/PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

e, 20xx
Nomor D hepada Yth,
L.aﬂllp!l'Elll 1 (satlu) berkas BUPATI BENGEKALIS
Perihal : Permohonan [libah

cq.Kepala SKPD/Bagian

di -
Bengkalis

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di Kota/Desa/Kelurahan di
wilayah Kabupaten Bengkalis, dan dalam rangka menunjang kegiatan
lembaga /organisasi/pemerintaly, Kami mengharapkan kiranya dapat
diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa Uang/Barang dan Jasa
sehingga pelaksanaan tugas dam fungsi Kami dapat berjalan secara
optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah
dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah.

Hibah dimaksud akan diperpunakan untiuk kegiatan:

d.dst ...

Berkaitan dengan hal {ersebul, Kami mengharapkan kjranya
Bapak/Ibu berkenan untuk dapat membantu Kami dalam bentuk

pemberian hibah .......... , sebagaimana bahan pertimbangan

Bapak/Ibu terlampir Kami sampaikan proposal permohonan hibah
dimaksid.

Demikian permohonan kKpmi, alas perkenan dan bantuan Bapak
divcapkan terimakasih.

L
Hormat Kami

Pemolion
(Kepala Ormas/LSM)

Tembusan dissanpaikan kepada Yih:

I Kepada BAFPEDA Kabupaten Bengkalis,
2. Kepala BPKAD Kabupaten liengkalis.
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LContoh Format Surat Permohonan dan Proposal Hibah

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOINONAN HIBAL

BAB L. PENDAHULUAN

BAB Il RENCANA PEMANFAATAN 1IBALI

BAB 111, WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB 1V, JENIS HIBAIl YANG DIUSULKAN

BAB V. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
BAB VI.PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI



